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ABSTRAK

Masyarakat di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok, menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor
pertanian, baik sebagai petani pemilik lahan maupun sebagai buruh tani. Pendapatan yang diperoleh dari
kegiatan tersebut umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kondisi tertentu,
khususnya ketika menghadapi tekanan ekonomi atau kebutuhan mendesak, lahan pertanian seperti sawah oleh
masyarakat setempat dijadikan sebagai objek jaminan melalui praktik pagang gadai dengan menyerahkan hak
kelola sementara kepada pihak lain. Akan tetapi terdapat kasus menganak gadaikan objek gadai yang
pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku, dengan menggadaikan nilai gadai yang lebih
besar dari nilai gadai sebelumnya dan tanpa diketahui oleh pemilik sah sawah. Rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan transaksi menganak gadaikan objek gadai harta pusako tinggi di
Nagari Koto Baru Kabupaten Solok, serta bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan transaksi menganak
gadaikan objek gadai harta pusako tinggi di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan
metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan data primer yang diperoleh melalui
wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dan data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, peraturan
perundang-undangan, dan dokumen adat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan menganak
gadaikan yang dilakukan oleh kakak dari pihak kedua kepada pihak ketiga tidak diketahui oleh pemilik sah
sawah dan tanpa dihadiri oleh ninik mamak. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya menganak gadaikan
ini yakni surat perjanjian cacat karena tidak ada kuasa tertulis dari pihak kedua kepada kakak pihak kedua
untuk mewakilinya melakukan transaksi gadai, perjanjian dibuat tanpa sepengetahuan maupun persetujuan
pemilik sah tanah. Dilihat dari perspektif hukum adat minangkabau (ABS-SBK) perbuatan menganak
gadaikan ini tidak memiliki kekuatan adat dan melanggar syarak
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ABSTRACT

The people of Nagari Koto Baru, Solok Regency, depend on the agricultural sector as their main source of|
livelihood, either as land-owning farmers or as agricultural laborers. The income earned from these activities is
rgenerally used to meet daily living needs. In certain circumstances, especially during times of economic
hardship or urgent financial needs, agricultural land such as rice fields is used as collateral through the
traditional pagang gadai (pledge) system, by temporarily transferring cultivation rights to another party.
However, there have been cases of menganak gadaikan—a secondary pledging of an already pledged object—
conducted in violation of prevailing customary law, in which the land was re-pledged for a higher value than|
the original pledge and without the knowledge of the legitimate landowner. The research problems in thi

*study are: (1) how the menganak gadaikan transaction of high ancestral property pledge objects is carﬁed‘(:.‘xq
in Nagari Koto Baru, Solok Regency, and (2) what the legal consequences are of such a transaction. This study
employs an empirical juridical method with a qualitative approach, combining primary data obtained from
interviews with involved parties and secondary data derived from legal literature, statutory regulations, and|
customary documents. The research findings reveal that the menganak gadaikan transaction carried out by the
elder brother of the second party to a third party was conducted without the knowledge of the legitimate owner
of the rice field and without the presence of customary leaders (ninik mamak). The legal consequence of this|
lact is that the agreement is considered defective, as there was no written authorization from the second party to
his brother to represent him in the pledge transaction, and the agreement was made without the knowledge o]
consent of the rightful owner. From the perspective of Minangkabau customary law (4dat Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kitabullah—ABS-SBK), the act of menganak gadaikan holds no customary authority and
constitutes a violation of Islamic law.
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ABSTRAK

TRANSAKSI MENGANAK GADAIKAN OBJEK GADAI HARTA
PUSAKO TINGGI DAN AKIBAT HUKUMNYA

(STUDI KASUS: DI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK)

Fatmanisa Athaya, 2110111057, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun
2025, Pembimbing: Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H., Dr. Yasniwati,
S.H.,M.H.

Masyarakat di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok, menggantungkan sumber
penghidupannya pada sektor pertanian, baik sebagai petani pemilik lahan maupun
sebagai buruh tani. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan tersebut umumnya
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kondisi tertentu,
khususnya ketika menghadapi tekanan ekonomi atau kebutuhan mendesak, lahan
pertanian seperti sawah oleh masyarakat setempat dijadikan sebagai objek jaminan
melalui praktik pagang gadai dengan menyerahkan hak kelola sementara kepada
pihak lain. Akan tetapi terdapat kasus menganak gadaikan objek gadai yang
pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku, dengan
menggadaikan nilai gadai yang lebih besar dari nilai gadai sebelumnya dan tanpa
diketahui oleh pemilik sah sawah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu,
bagaimana pelaksanaan transaksi menganak gadaikan objek gadai harta pusako
tinggi di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok, serta bagaimana akibat hukum dari
pelaksanaan transaksi menganak gadaikan objek gadai harta pusako tinggi di
Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
empiris dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan data primer yang diperoleh
melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dan data sekunder yang
diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen adat.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan menganak gadaikan yang
dilakukan oleh kakak dari pihak kedua kepada pihak ketiga tidak diketahui oleh
pemilik sah sawah dan tanpa dihadiri oleh ninik mamak. Akibat hukum yang
ditimbulkan dari adanya menganak gadaikan ini yakni surat perjanjian cacat karena
tidak ada kuasa tertulis dari pihak kedua kepada kakak pihak kedua untuk
mewakilinya melakukan transaksi gadai, perjanjian dibuat tanpa sepengetahuan
maupun persetujuan pemilik sah tanah. Dilihat dari perspektif hukum adat
minangkabau (ABS-SBK) perbuatan menganak gadaikan ini tidak memiliki
kekuatan adat dan melanggar syarak.
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